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WALIKOTA BANJARMASTN

PERATURANDAERAH KOTA BANJARMASIN
«

NOMOR 8 TAHUN2011

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DAN
TEMPAT KHUSUS PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

Menimbang : a. bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, berdasarkan
Pasal 110 ayat (1) huruf e dan Pasal 127 huruf e, daerah telah
diberikan kewenangan untuk menetapkan retribusi pelayanan
parkir ditepi jalan umum dan tempat khusus parkir;

bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan
daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan
daerah;

bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan parkir kepada
masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan penyesuaian
tarif retribusi yang sesuai dengan perkembangan dan kemampuan
masyarakat;

d. bahwa kebijakan pelayanan parkir ditepi jalan umum dan tempat
khusus parkir harus dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi,
pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas
dengan memperhatikan potensi daerah;

e. bahwa untuk menjamin kepastian hukum, perlu dilakukan revisi
terhadap Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum;

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e perlu membentuk
Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan
Umum dan Tempat Khusus Parkir;

b.

c.

Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penepatan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat Hdi Kalimantan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1820);



I 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
^ Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor

76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3274);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak
dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan
Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3987);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004
Tentang Perbendaharaan Negara, (Lembaran Negara Republik

^j Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4533);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan, (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tanggal 22 Juni 2004.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4437) Sebagaimana teiah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua
atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
IndonesiaNomor 4844);

^

8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4444) ;

9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 No.96. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
No.5025);

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana
dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3530);



, 12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan
B dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3529);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4593);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);

16. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah

^ Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5161 );

18. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan,
Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-
Undangan;

19. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin
Nomor 16 Tahun 1992 tentang Penyidikan Pegawai Negeri Sipil
Di Lingkungan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin

^ (Lembaran Daerah Tahun 1992 Nomor 3 Serf D Nomor 2);

20. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin
Nomor 16 Tahun 1994 tentang Tata Cara Penagihan Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah dengan Surat Paksa (Lembaran Daerah
Nomor 8 Tahun 1995 Seri D Nomor 7);

21. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan
Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2008
Nomor 12,Tambahan LembaranDaerah Nomor 10);

22. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 18 tahun 2010 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin (Lembaran
Daerah Tahun 2010 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah
Nomor 18);



Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN

dan

WALIKOTA BANJARMASIN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DAN TEMPAT KHUSUS
PARKIR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

DalamPeraturan Daerah yang dimaksuddengan :
^ 1. Daerah adalah Kota Banjarmasin;

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggaraan pemerintahan daerah;

3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin;
4. DewanPerwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah

DPRD Kota Banjarmasin;
5. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Perhubungan

Komunikasi dan Informatika Kota Banjarmasin;
6. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Asset Daerah adalah Dinas

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan AssetDaerah Kota Banjarmasin;
7. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut dengan PPNS adalah

Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kota Banjarmasin yang bertugas sesuai dengan
kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

8. Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan suatu kesatuan baik
yang melakukan usahamaupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan
Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau
Daerah dengan nama dan bentuk apapun dan bentuk lainnya;

^ 9. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang
menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh
orang pribadi atau Badan;

10. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk
tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi
atau Badan;

11. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut
prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor
swasta;

12. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah
sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan
dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau
Badan;

13. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek
dan subjek retribusi, ketentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan
penagihan retribusi kepadawajib retribusi serta pengawasan penyetorannya;

14. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara;
15. Pelayanan parkir di tepi jalan umum selanjutnya disebut pelayanan parkir adalah

penyedian pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah
Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



16. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah pungutan yang harus dibayar
kepada Pemerintah Daerah oleh setiap orang yang memarkir kendaraan di tepi jalan

* umumyang dikuasai Pemerintah Daerah;
17. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk

bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas, yang
berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah
dan atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan
kabel;

18. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukan bagi lalu lintas umum;
19. Pelayanan tempat khusus parkir selanjutnya disebut pelayanan parkir adalah

penyediaan tempat khusus yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah;
20. Retribusi pelayanan tempat khusus parkir adalah pungutan yang harus dibayar kepada

Pemerintah Daerah oleh setiap orang yang memarkir kenderaan di tempat khusus
yang dimilikiPemerintahDaerah;

21. Tempat khusus adalah tempat yang dimiliki/dikuasai daerah yang belum
dimanfaatkan secara penuh oleh Pemerintah Daerah;

22. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik
yang ada pada kendaraan itu sendiri yang dapat dipergunakan untuk mengangkut
orang ataupun mengangkut barang, terkecuali kendaraan yang mempunyai jalur jalan
sendiri dan/atau berjalan di atas rel;

23. Pengelola adalah pengelola pelayanan parkir di tepi jalan umum atau tempat khusus;
24. Pengelola pelayanan parkir di tepi jalan umum atau tempat khusus adalah Dinas

w Perhubungan yang secara teknis dilaksanakan oleh UPTD (Unit Pelaksana Teknis
Daerah) parkir;

25. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-
undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk
pemungut atau pemotong retribusi tertentu;

26. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti
pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan
formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat
pembayaran yang ditunjuk oleh KepalaDaerah;

27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat
ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang;

28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB,
adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran
retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang
atau seharusnya tidak terutang;

29. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang
^/ dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti

itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang
terjadi sertamenemukan tersangkanya;

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus
Parkir dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan parkir.

Pasal 3

(1) Objek Retribusi adalah Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus
Parkir.

(2) Dikecualikan dari objek Retribusi tempat khusus parkir adalah pelayanan tempat
parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD,
dan pihak swasta.
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Pasal 4

(1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati
pelayanan parkir di tepi jalan umum atau pelayanan tempat khusus parkir.

(2) Wajib Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau
badan termasuk pemungut atau pemotong Retribusi JasaUmum.

(3) Wajib Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah Orang Pribadi atau Badan.

Pasal 5

(1) Walikota berwenang menetapkan tempat-tempat pelayanan, pengelola parkir di tepi
jalan umum dalam daerah atau tempat khusus parkir.

(2) Pengaturan letak lokasi dan jumlah tempat pelayanan parkir serta waktu parkir dan
garis pembatas parkir ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

(3) Pengawasan dan pembinaan terhadap pengelolaan parkir serta pelayanan parkir
ditentukan sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Daerah tentang Izin
Pengelolaan Parkir.

BAB HI

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

(1) Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum digolongkan sebagai Retribusi Jasa
Umum.

(2) Retribusi Tempat Khusus Parkir digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan pelayanan dan jenis kendaraan yang
menggunakan tempat pelayanan parkir .

BABV

PRINSEP DAN SASARAN PENETAPAN

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

(1) Penetapan struktur dan besarnya tarifRetribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum
didasarkan pada prinsip dan sasaran memperhatikan biaya penyediaan jasa,
kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan.

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan,
biaya bunga, dan biaya modal.

Pasal 9

(1) Penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir didasarkan
pada prinsip dan sasaran memperoleh keuntungan yang layak.



(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)adalah keuntungan yang
diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan
berorientasi pada harga pasar.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 10

(1) TarifRetribusi ditinjaukembali paling lama3 (tiga) tahun sekali.

(2) Peninjauan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
memperhatikan indeksharga dan perkembangan perekonomian.

(3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan
Walikota berdasarkan persetujuan DPRD.

Pasal 11

(1) Besarnya tarif retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum untuk satu kali parkir
ditetapkan, sebagai berikut:

^ a. Kendaraantempelan/gandengan Rp. 10.000,-/kendaraan

b. Kendaraantruck ukuran berat Rp. 8.000,-/ kendaraan

c. Kendaraan truck dan bus Rp. 5.000,-/ kendaraan

d. Kendaraan truck mini dan

sejenisnya Rp. 3.000,-/ kendaraan

e. Kendaraan mobil sedan, mini bus, pick up
dan kendaraan lainnya yang sejenis. Rp. 2.000,-1 kendaraan

f. Kendaraan Bajaj, Kaisar, Tossa / roda tiga
dan sejenisnya Rp. 1.500,- / kendaraan

<J

g. Kendaraan bermotor jenis sepeda motor Rp. 1.000,-/kendaraan

(2) Walikota dengan Peraturan Walikota setelah mendapatkan rekomendasi DPRD, dapat
menetapkan tempat-tempat pelayanan parkir tertentu dalam Daerah dengan tarif
selangwaktu, untuk Jalan Utama / Pasar, Protokoler / Arteri sebagaiberikut:
a. Kendaraan tempelan/ gandengan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)per kendaraan

untuk parkir sampai 2 ( dua) jam, ditambah Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah) untuk
setiap 1 (satu) jam kelebihan berikutnya;

b. Kendaraan truck ukuran berat Rp 8.000,- (delapan ribu rupiah) perkendaraan
untuk parkir sampai 2 (dua) jam , ditambah Rp 4.000,- (empat ribu rupiah)untuk
setiap 1 (satu) jam kelebihan berikutnya;

c. Kendaraan bermotor jenis truck dan bus Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) per
kendaraan untuk parkir sampai 2 (dua) jam, ditambah Rp 2.500,- (Dua ribu Lima
Ratus rupiah) untuk setiap 1 (satu) jam kelebihan berikutnya;

d. Kendaraanbermotorjenis truck mini dan sejenisnyaRp 3.000,- (Tiga ribu rupiah)
per kendaraanuntuk parkir selama 2 (dua) jam, ditambah Rp 1.500,- (Seribu Lima
Ratus rupiah) untuk setiap 1 (satu) jam kelebihan berikutnya.



\ e. Kendaraan bermotor jenis Sedan, Van, Mini Bus, Pick up dan kendaraan sejenis
!ainnya RP 3-000>- (^ga nbu rupiah) per kendaraan untuk parkir sampai 2 (dua)
jam, ditambah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) untuk setiap 1(satu) jam kelebihan
berikutnya;

f. Kendaraan bermotor bajaj roda tiga dan sejenisnya Rp 1.500,-/ kendaraan untuk
parkir sampai 2(dua) jam, ditambah Rp 750,- (seribu rupiah) untuk setiap 1(satu)
jam kelebihan berikutnya;

g. Kendaraan bermotor sejenis sepeda motor Rp 1.000,-/ kendaraan untuk parkir
sampai 2 (dua) jam , ditambah Rp 500,- (seribu rupiah) untuk setiap 1(satu) jam
kelebihan berikutnya.

(3) Pengelolaan secara langsung oleh pihak pemerintah daerah tidak diberlakukan upah
pungut atau langsung 100 % (serarus persen) disetorkan ke kas daerah melalui
bendaharawan penerima.

Pasal 12

Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mengelola secara langsung tempat
pelayanan parkir ditepi jaian umum atau tempat khusus parkir, untuk menunjang

\^j kelancaran tugas di lapangan diberikan biaya operasional yang dianggarkan dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dokumen Anggaran Satuan Kerja
(DASK) instansi yang bersangkutan.

O

BABVH

WBLAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 13

Pemungutan retribusi adalah di wilayah Kota Banjarmasin

BABVffl

PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 14

(1) Pemungutan Retribusi dilaksanakan oleh petugas Dinas Perhubungan yang secara
teknis dilaksanakan oleh UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) parkir.

(2) Dalam hal tertentu atau dengan maksud efisiensi Dinas Perhubungan melalui Unitnya
dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga untuk membantu melaksanakan
sebagian tugas pemungutan retribusi dan memberikan pelayanan parkir.

(3) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pihak pengelola parkir yang
telah mendapatkan izin dengan segala kewajiban dan tanggungjawabnya sebagaimana
diatur dalam Peraturan Daerah tentang Perizinan Pengelolaan Parkir.

(4) Tatacara dan bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan
ketentuan peraturan perundajig-undangan yang berlaku.

Pasal 15

(1) Hasil pemungutan retribusi diterima oleh Bendaharawan Pembantu Khusus Penerima
di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

(2) Bendaharawan Pembantu Khusus Penerima di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan
Informatika wajib menyetorkan hasil pemungutan retribusi berdasarkan penanggalan
di akhirbulan dalam waktu kerja.
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(3) Dalam hal penanggalan diakhir bulan adalah waktu libur kerja atau penaneealanmerah penyetoran dapat dilakukan sebelumnya atau «»dd»^5^CK
kurun waktu 1(satu) hari atau 1x24jam. g aam

^ S^rahUngUtan retribUSi' S6mUanya disetorkan ke Kas Daerah ^bagai Pendapatan

^fntor^l?™ *embant? Khusus di Di™ Perhubungan, Komunikasi, danInformal wajib menydenggarakan pembukuan atau pencatatan penerima™ hasil

BABX

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 16

(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain vane
dipersamakan. y 8

(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa
karcis, kupon, dan kartu langganan. p

Pasal 17

(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

(2) Setiap pelunasan pembayaran pungutan diberikan bukti pembayaran kepada vane
bersangkutan. r J 6

(3) Bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikeluarkan oleh Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Asset Daerah.

BAB XI

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 18

Pattayaran retlibUSi yan§ terUtan§ hamS dibayai" Pada Saat selesainya Pelayanan jasa

BABXn

PENAGIHAN

Pasal 19

(1) Pengeluaran Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan
pelaksanaan penagihan retribusi dikenakan segera setelah 7 (tujuh) hari dari sejak
tanggal tempo pembayaran.

(2) Dalam jangka waktu 7(tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain
yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.

(3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat vane
ditunjuk. J s
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BABXm

KEDALUWARSA

Pasal 20

(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi kedaluwarsa setelah melampaui 3 (tiga)
tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi
melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.

(2) Kedaluwarsa penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)tertangguh jika :
a. diterbitkan Surat Teguran; atau
b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak

langsung.

(3)Dalam hal diterbitkannya Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)hurufa,
kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.

(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b, adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai
utang Retribusi dan belum melunasinya kepada PemerintahDaerah.

(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan
pembayaran dan permohonan keberatan oleh WajibRetribusi.

Pasal 21

(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan
penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

(2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah
kedaluwarsa sebagaimana dimaksud padaayat (1).

(3) Tata cara penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan
Peraturan Walikota.

BAB XIV

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 22

(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif
atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah.

(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (I)
diatur oleh Walikota sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV

SANKSI ADMINISTRATE

Pasal 23

(1) Dalam hal pejabat yang ditunjuk dan atau petugas pelaksana tidak melaksanakan
kewajibannya sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini dapat dikenakan sanksi
administratif bidang kepegawaian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-
undangan yang berlaku.



(2) Dalam hal pengelolaan parkir dilaksanakan oleh pihak ketiga atau dikerjasamakan
pihak pengelola tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan
Daerah tentang Perizinan Pengelolaan Parkir dikenakan sanksi administratif
pencabutan lzin terkecuali diatur lain berdasarkan kontrak kerja yang telah disepakati

Pasal 24

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang
membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2%(dua persen) setiap
bulan dan retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan
menggunakan STRD.

BAB XVI

PENYIDIKAN

Pasal 25

(l)Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi
wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di
bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara

\^j Pidana.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (I) adalah pejabat pegawai negeri sipil
tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang
berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan

berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan
tersebut menjadi lebih lengkap danjelas;

b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau
Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak
pidana retribusi;

<J

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan
dengan tindakpidana di bidang retribusi;

d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di
bidang retribusi;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan,
pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti
tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak
pidana di bidang retribusi;

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau
tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang,
benda, dan/atau dokumen yang dibawa;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka
atau saksi;

j. menghentikan penyidikan; dan/atau



k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di
bidang retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundLg-undangan.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainva
Penyidik pejabat Pohsi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan van*
diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana ketentuan yang

BABXVH

KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikai,
keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3(tiga) bulan atau pidana
dendajalmg banyak 3(tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

^j (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Daerah.

Pasal 27

(1) Dalam hal Pejabat atau Petugas yang ditunjuk oleh Walikota melaksanakan pungutan
retribusi dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu
korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya
karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan daerah, dipidana
sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana korupsi.
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BABXVm

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

an

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai
pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 29

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor
3 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 7 Aoril LOU

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 1 -j A di il

ivAfcljg^A BANJARMASIN,

UHIDIN

HKOTA BANJARMASII^^

I GAZA LI

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2011 NOMOR 8


